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MOTO 

 

 

 
Membayar pajak adalah patriot bangsa 

pembayar pajak adalah pahlawan pembangunan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

                                                           
1 http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat 
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RINGKASAN 

 

 

 

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 pada Badan Pertanahan Nasional Jember; Muhammad 

Agung Darmawan, 130903101035; 2017; 92 halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember. 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016 

sampai dengan 14 Oktober 2016. Tujuan penulis melaksanakan PKN di Badan 

Pertanahan Nasional Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban 

perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memperoleh gambaran 

secara nyata tentang prosedur penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh 

Badan Pertanahan Nasional Jember, dan mengetahui bagaimana prosedur 

penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak 

penghasilan pasal 22 oleh Badan Pertanahan Nasional Jember. 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi 

ketergantungan negara kira terhadap hutang luar negeri serta dapat digunakan untuk 

membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan 

rakyat dan kemakmuran rakyat. 

 Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan 
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lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan 

barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan di 

bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

 Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan 

Pertanahan Nasional Jember merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki 

kegiatan perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 22. 

 PPh pasal 22 dan PPN menyangkut pengadaan alat tulis kantor Badan 

Pertanahan Nasional Jember menjalin kerjasama dengan CV. Senyumindo 

Mediatama. Dari transaksi yang telah terjadi Bendahara Umum Badan Pertanahan 

Nasional Jember wajib memungut PPh pasal 22 dan PPN dari CV. Senyumindo 

Mediatama dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, kemudian Bendahara 

Umum Badan Pertanahan Nasional Jember melaporkan pajak yang telah dipungut ke 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. PPh pasal 22 dan PPN sendiri sistem 

pemungutannya memakai withholding system dimana sistem perpajakannya 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga menghitung dan menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Bendaharawan Badan Pertanahan Nasional 

Jember selaku pihak ketiga wajib memungut PPh pasal 22 dan PPN dari CV. 

Senyumindo Mediatama selaku wajib pajak sebesar Rp.671.400 berupa PPh pasal 22, 

Rp.4.476.000 berupa PPN dan Rp.49.236.000 nilai transaksi.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan Negara dimana sumber penerimaan terbesar 

didapatkan dari sektor pajak. Penerimaan inilah yang nantinya digunakan 

sepenuhnya untuk keperluan negara, terutama pembangunan nasional. Secara 

tidak langsung, partisipan utama dalam pembangunan nasional adalah Warga 

Negara Indonesia sendiri, khusunya warga negara yang tercatat sebagai wajib 

pajak dan patuh membayarkan kewajiban pajaknya. Karena konsep utama 

dilakukan pembangunan yang berkesinambungan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Jadi, hasil pembayaran pajak yang para wajib pajak setorkan 

memang tidak mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang juga, melainkan 

dalam bentuk lain yang lebih optimal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

bersama. Seperti, pembangunan jembatan yang dananya didapat tidak lain dari 

pembayaran pajak. Apabila wajib pajak selalu patuh dalam membayarkan 

kewajiban perpajakannya, tentu saja tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upaya yang paling mendasar 

dibutuhkan adalah kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

perpajakan. 

Alinea pertama Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara memaparkan bahwa: 

“Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana tercantum 
dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan 
negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. 
Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan Negara” (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003). 

 Pengelolaan keuangan negara tersebut harus diselenggarakan secara 

terbuka, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good goverment). Selain itu, penyelenggaraan 

pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah 
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yang baik (best practice) seperti akuntabilitas yang beorientasi pada hasil, 

profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh 

badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.  

Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang efektif akan 

mempermudah pembangunan di Indonesia lebih merata dan menyeluruh disegala 

bidang sesuai dengan tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk 

pembangunan, negara membutuhkan sumber dana yang begitu dominan, sumber 

dana dominan  diperoleh dari pajak. Perkembangannya dapat dilihat dari 

pembangunan di segala bidang yang terencana, terarah, dan bertahap. 

Perkembangan ini bermanfaat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia secara merata. Dalam pembangunan membutuhkan dana 

yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah harus terus berupaya untuk membiayai 

semua pengeluaran negara. 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar Negara 

yang tertulis dan pengenaan pajak diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang 

berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

Negara diatur dengan Undang-Undang”, yang kemudian diatur lagi oleh Undang 

Undang Pajak. 

Peranan pajak menjadi semakin penting artinya, setelah mampu menjawab 

semua kondisi-kondisi yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa Indonesia 

secara keseluruhan. Dimana kesemuanya itu bertujuan untuk menutupi, menekan, 

serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar Negeri. Dalam mempertahankan 

kondisi  tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang punggung sumber 

penerimaan dalam negeri atau sebagai penyumbang dana terbesar bagi 

pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya terhadap pajak 

sebagai prioritas utama. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Disamping 

untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk 

menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada 

dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta 
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warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Kesadaran 

akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman yang cukup 

oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar,  

kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting dalam menunjang 

keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan pemerintah. 

Pajak menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi 

institusi publik yang dibentuk dan diberi wewenang untuk mengelola kepentingan 

negara atas kepentingan publik. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan 

pengabdian masyarakat kepada negara, serta peran aktif warga negara dan anggota 

masyarakat untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional 

yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan, 

untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. 

Anggaran penerimaan belanja negara dan pembangunan negara 

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara 

dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, maka 

dilaksanakanlah pemungutan dan pemotongan dari sektor pajak, negara yang 

berkewajiban melaksanakan pemungutan dan pemotongan terhadap wajib pajak 

orang pribadi maupun wajib pajak badan dan penerimaan yang diperoleh setelah 

pemungutan dan pemotongan akan digunakan sebagai anggaran penerimaan 

belanja negara dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemakmuran 

rakyat. 

Beberapa jenis pajak yang dapat dipungut dan dipotong oleh pemerintah 

menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya adalah: 

a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB); 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c. Bea Materai; 

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);dan 

e. Pajak Penghasilan (PPh). 
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Pajak Penghasilan atau yang sering kita dengar dengan (PPh) 

diklasifikasikan menjadi beberapa pasal, antara lain yaitu: 

a. Pajak Penghasilan Pasal 21; 

b. Pajak Penghasilan Pasal 22; 

c. Pajak Penghasilan pasal 23 dan; 

d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. 

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada self assessment 

system digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemungutan 

witholding system. Withholding system adalah suatu cara pemungutan pajak yang 

penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak 

ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem withholding system adalah 

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh pasal 22). Pemotong PPh Pasal 22 adalah badan 

pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh 

Kepala. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sistem 

pemungutan pajak di Indonesia Badan Pertanahan Nasional Jember menggunakan 

sistem pemungutan withholding system, sistem ini merupakan sistem yang 

memberikan kewenangan kepada pihak ke tiga yaitu Bendahara Badan Pertanahan 

Nasional Jember untuk memungut atau memotong besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. Pajak yang dipungut oleh Badan Pertanahan Nasional Jember 

diantaranya PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. 

Penulis memilih mengambil judul laporan “Prosedur Penghitungan, 

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada 

Badan Pertanahan Nasional Jember” karena penulis melaksanakan Praktek 

Kerja Nyata di Badan Pertanahan Nasional Jember adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pemungutan pajak 
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penghasilan pasal 22 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, 

serta penyetoran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Badan Pertanahan 

Nasional Jember, dan bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan, 

pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 22 

pada Badan Pertanahan Nasional Jember. Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN), 

adalah mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan PPh pasal 22 dan 

memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan penghitungan, pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan. Tata cara pengenaaan Pajak Penghasilan Pasal 22 

yang dipungut oleh Bendahara Badan Pertanahan Nasional Jember mengacu pada 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 

154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor / 

kegiatan usaha di bidang lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor 

pada Badan Pertanahan Nasional Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Praktik Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III 

Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, 

yaitu: 

 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Menambah wawasan mahasiswa mendapatkan tambahan ilmu dan 

pengetahuan yang selama ini belum pernah kami tau secara praktik di 

lapang maupun secara teoritis. 
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b. Sebagai bekal untuk mempersiapkan diri terjun di lingkungan kerja 

khususnya, maupun di lingkungan masyarakat pada umunya. 

c. Menguji kemampuan pribadi dalam tata cara hubungan masyarakat di 

lingkungan kerja. 

d. Melatih kemampuan untuk dapat bekerja. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan wawasan, ilmu baik teori maupun praktik yang 

berhubungan dengan bidang perpajakan dan menambah pengalaman 

baru serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan cara 

beradaptasi dengan lingkungan baru dan lingkungan pekerjaan 

sebagai bekal ketika terjun ke dunia kerja yang nyata. 

2. Mengetahui kegiatan perkantoran dan administrasi perpajakan yang 

terjadi di Badan Pertanahan Nasional Jember. 

3. Mengetahui masalah-masalah yang muncul dan timbul di lapangan 

serta penyelesaiannya. 

b. Bagi Universitas Jember 

1. Sebagai pengenalan antara mahasiawa dengan dunia kerja yang 

sebenarnya sehingga dapat meningkatkan kreatifitas pribadi 

mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi 

dan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut baik yang 

bersifat akademis maupun non akademis. 

3.    Dapat membantu memantapkan pengetahuan dan keterampilan serta 

menjadikan momen praktek kerja nyata (magang) sebagai bekal 

untuk mempersiapkan diri bagi mahasiswa untuk nantinya terjun 

dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

c. Bagi Perusahaan atau Instansi yang bersangkutan 
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1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan 

lembaga pendidikan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih 

lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi. 

2. Mengetahui potensi mahasiswa yang bersangkutan dalam 

menerapkan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan. 

3. Membantu kegiatan produktivitas kerja perusahaan atau instansi 

yang bersangkutan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

 Pengertian prosedur menurut Baridwan (2009:3) adalah suatu urut-urutan kirani 

(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih, yang disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan 

yang sedang terjadi. Berdasarkan uraian diatas, prosedur merupakan urutan kegiatan 

yang melibatkan beberapa orang untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang biasanya 

saling berhubungan dan mempengaruhi, sehingga jika salah satu tidak ada maka suatu 

prosedur tidak akan terlaksana dengan baik seperti yang diinginkan. 

 Menurut Mulyadi (2010:5), prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi-transaksi perusahaan yang 

terjadi berulang-ulang. Disebutkan juga dalam buku Mulyadi (2010:5), bahwa 

kegiatan klerikal (clerical operation) terdiri dari kegiatan yang mencangkup pada 

informasi dalam formulir buku jurnal dan buku besar yang meliputi: 

a. Menulis, 

b. Menggandakan, 

c. Menghitung, 

d. Memberi kode, 

e. Mendaftar, 

f. Memilih (mensortasi), 

g. Memindah, 

h. Membandingkan. 
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2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

 Definisi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Direktorat Penyuluhan Pelayanan 

dan Humas mendefinisikan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU No.28 

Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pajak merupakan 

suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun 

badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan 

tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara 

juga kemakmuran rakyatnya. 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran 

wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah, dan diatur berdasarkan undang-undang yang 

bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kompensasi langsung karena hasil dari 

pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk  

kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Dalam definisi tersebut terdapat beberapa unsur perpajakan, antara lain: 

1. Iuran pajak harus berlandaskan peraturan Undang-Undang dan peraturan 

pengerjaannya. 

2. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran umum pemerintah 

(pengeluaran rumah tangga negara) dalam menjalankan serta menyelesaikan 

fungsi pemerintahan. 

3. Tidak diperbolehkan kontraprestasi atau imbalan dari individual oleh 

pemerintah. 
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4. Sifat pajak bisa dipaksakan, dimana di karenakan pada suatu kondisi, 

kejadian, keadaan dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu 

kepada seseorang. 

5. Pajak dilakukan oleh negara (baik pemerintah daerah maupun pemerintah 

pusat). 

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

2.2.3 Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Subjek Pajak 

 Menurut situs Dirjen Pajak, wajib pajak, objek pajak, dan subjek pajak adalah: 

a. Wajib Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

b. Subjek Pajak 

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek Pajak 

adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun 

badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 
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2.2.4 Asas Pemungutan Pajak 

 Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu adanya asas pemungutan 

dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian pemungut pajak 

dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan 

pajak tertentu. Menurut Mardiasmo (2011:7) asas–asas pemungutan pajak yaitu : 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c.  Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Menurut Waluyo (2002:19) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 

bagian. Yaitu: 

1. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak itu sendiri. 

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

2. Official Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu 

ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan 
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Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota 

pesanan (bill). Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

3. Withholding Tax System. 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya 

pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.2.5 Perbedaan Pemungutan dan Pemotongan Pajak 

Dalam istilah perpajakan, dapat ditemukan beberapa istilah yang sepertinya 

sama, namun memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Seperti istilah 

pemotongan dan pemungutan pajak. Sebenarnya, sifat dasar dari pelaksanaan 

kewajiban perpajakan adalah self assesment (Pasal 12 KUP), yaitu Wajib Pajak bebas 

untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, menyetor, dan 

melapor sendiri. Namun, negara dalam hal ini semacam “memaksa” Wajib Pajak, 

sesuai dengan sifat pajak yang dapat dipaksakan,  untuk memberikan semacam 

pinjaman bagi negara dalam memenuhi kebutuhan periodiknya melalui mekanisme 

pemotongan dan pemungutan. 

Bagi Wajib Pajak, pemotongan dan pemungutan pajak ini dapat diterima 

sebagai pajak dibayar di muka (prepaid tax) dan dapat dikreditkan di akhir tahun 

pajak. Namun, untuk pemotongan dan pemungutan pajak yang bersifat final, 

pengorbanan ini tidak dapat lagi diperhitungkan atau dikreditkan terhadap pajak yang 

seharusnya dibayar dalam tahun pajak berjalan, sehingga sifat pemaksaannya 

semakin kental. Berikut tabel yang menjelaskan tentang perbedaan antara 

pemotongan dan pemungutan : 
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Tabel 2.1 Perbedaan antara Pemotongan dan Pemungutan 
No Perbedaan Pemotongan Pemungutan 

1. Dari sisi 
jenis pajak 

Digunakan untuk PPh 21 
(pemotongan atas 
penghasilan berupa gaji, 
honorarium), PPh 23 
(pemotongan atas 
penghasilan berupa hasil 
imbalan jasa, royalti, 
dividen, dll), dan juga PPh 
26 (pemotongan atas 
penghasilan bagi WP Luar 
Negeri) 

Digunakan untuk PPh 22 
(pemungutan atas penjulan ke 
bendaharawan APBN/D, 
impor, dll) dan untuk PPN 

2. Dari sisi 
objek 

Pemotongan pajak pada 
umumnya dikenakan atas 
penghasilan yang memang 
akan menjadi penghasilan 
bagi si penerima, contoh : 
gaji, imbalan jasa, dan 
dividen 

Pemungutan pada umumya 
dikenakan atas sesuatu yang 
belum tentu penghasilan bagi 
penerima uang, karena objek 
pemungutan bisa jadi berupa 
penjualan atau pembelian, 
contoh : PPh 22 atas impor 
barang dan atas pembelian 
BBM 

3. Dari sisi 
subjek 
(eksekutor) 

Pemotong pajak pada 
umumnya tidak spesifik, 
yaitu pemberi kerja, 
bendaharawan pemerintah 
atas gaji, dan penyelenggara 
kegiatan 

Pemungut pajak sifatnya 
lebih spesifik, karena 
ditunjuk oleh Menkeu, yaitu 
Bendaharawan Pemerintah, 
badan tertentu, DJBC, dll 
(PER 57/2010) 

4. Dari sisi 
pengisian 
SSP 

Kolom NPWP pada saat 
pengisian SSP diisi dengan 
NPWP Pemotong Pajak. Hal 
ini penting agar dapat 
dilakukan ekualisasi antara 
biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pemotong 
dengan pajak yang telah 
dipotong karena kewajiban 
pemotongan dan penyetoran 
telah dilimpahkan pada 
pemotong pajak 

Kolom NPWP pada saat 
pengisian SSP diisi dengan 
NPWP pihak yang telah 
dipungut 

Sumber: https://daholi4tengku.wordpress.com/2011/02/10/perbedaan-pemotongan-dan-
pemungutan-pajak/ 
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2.2.6 Pengelompokan Pajak  

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau 

dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga 

pemungutnya. 

a. Menurut Golongannya, Mardiasmo (2011:14) 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak 

Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai. 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak 

harus menjadi beban sendiri oleh Wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak 

tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan 

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

b. Menurut Sifatnya, Resmi (20014:7) 

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subyeknya. 

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan 

kedaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. 

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif 

dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak 

dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak 
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objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi 

wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya, Resmi (2014:8) 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing. 

Dari penjelasan diatas, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan 

menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara. Contoh: 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai.  Sedangkan Pajak Daerah 

adalah jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah daerah, nantinya 

masuk kas daerah, komponen utama dari APBD , aturanya dibuat oleh DPRD, Kepala 

Daerah (Gubernur, Walikota,Bupati). Jenis pajak daeah adalah sebagai berikut: 

Contoh Pajak Provinsi terdiri atas: 

a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

c) Pajak Kendaraan Bermotor; 

d) Pajak Rokok; 

e) Pajak Air Permukaan. 

Contoh Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

a) Pajak Restoran; 

b) Pajak Hotel; 

c) Pajak Penerangan Jalan; 

d) Pajak Hiburan; 

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

f) Pajak Reklame; 

g) Pajak Parkir; 
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h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

i)   Pajak Air Tanah; 

j)   Pajak Sarang Burung Walet; 

k) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

 

2.2.7 Tarif Pajak 

 Menurut pendapat Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak yakni : 

a. Tarif Pajak Proposional (a propotional tax rate structure) yaitu tarif pajak 

yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. 

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai/PPN dimana semua harga barang 

di tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sama adalah sebesar 10%. 

b. Tarif Regresif (a regressive tax rate structure) yaitu tarif pajak menurun 

ketika dasar pengenaan pajak meningkat. 

c. Tarif Progresif (a progressif tax rate structure) yaitu tarif pajak akan semakin 

naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh pajak di 

Indonesia yang memakai tarif ini adalah Tarif PPh untuk menghitung nilai 

Pendapatan Kena Pajak (PKP) sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-

undang Pajak Penghasilan. 

Tabel 2.2 Besaran tarif progresif menurut UU 36 th. 2008 pasal 17 Undang-

undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.000,00 30% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif di bagi : 

a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 
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c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil. 

d. Tarif Degresif (a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan persentase tarif 

pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin 

meningkat. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

 Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara 

karena merupakan  salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat 

atau merupakan pajak negara. Menurut Resmi (2014:74) “Pajak Penghasilan adalah 

Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak.” 

 Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat 

mengenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu dilihat 

apakah objek yang dimilikinya merupakan objek pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan UU PPh. 

 

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut, dimana 

terdapat pengelompokkan subjek pajak menjadi 4 (empat) bagian yaitu:  

a. Subjek pajak orang pribadi 

 Orang pribadi yaitu subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

ataupun diluar Indonesia. 

b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan  

 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

c. Subjek pajak badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. 
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d. Subjek pajak bentuk usaha tetap 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataua berada di Indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia. 

 

2.3.2 Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan 

Sesuai pasal 3 undang-undang pajak penghasilan, yang tidak termasuk sebagai 

subjek pajak penghasilan adalah: 

a. Badan perwakilan negara asing 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 

pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar 

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan, dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan  dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan 

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 
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2.3.3 Objek Pajak Penghasilan  

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 disebutkan tentang apa saja yang 

menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal 

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun. Pengertian penambahan kekayaan ini secara garis besar dibagi dalam 

hal-hal berikut:  

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang. 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga seadarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 
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dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan; dan 

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan;Dalam hal terjadi pengalihan harta 

perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara 

harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan 

bagi perusahaan. 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Pembebasan utang oleh pihak 

yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula 

berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai 

biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa 

pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera 

(Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit 

untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan 

jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;Keuntungan yang diperoleh karena 

fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang 
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dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku di Indonesia. 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi, termasuk premi reasuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah 

memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat 

konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan 

usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. 

r. imbalan bunga; dan 

s. surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak 

Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit 

setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-

Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank 

Indonesia. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) 

  Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) yang 

dipungut oleh : 

a. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan 

lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang; 

b. Badan terentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan 

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 
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c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

 

2.4.2 Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor 

barang; 

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah 

Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang; 

c. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang 

bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), 

kecuali badan-badan tersebut pada poin d; 

d. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan 

Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan 

Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, 

Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang 

dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN; 

e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, 

industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 

f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan 

bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 

g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, atas 

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagang pengumpul. 

h. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 
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2.4.3 Tarif PPh Pasal 22 

a. Atas impor : 

1) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah 

persen) dari nilai impor; 

2) yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai 

impor; 

3) yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 

b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, 

BUMN/BUMD (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin b, c, dan d) 

sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN 

dan tidak final. 

c. Atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin e) 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu: 

1) Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 

2) Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 

3) Baja  = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 

4) Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 

d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau 

importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 

Catatan : Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain 

penyalur/agen bersifat tidak final. 

e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari 

pedagang pengumpul (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin g) 

ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. 

f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang 

menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 0,5% 

(setengah persen) dari nilai impor. 

g. Atas Penjualan : 

1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 
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2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 

3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih 

dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2. 

4) Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau 

pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan 

lebih dari 400 m2. 

5) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang 

berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), 

minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 

(lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. 

Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. 

h. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 

22. 

 

2.4.4 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 

a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat 

Keterangan Bebas (SKB). 

b. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan 

Nilai; dilaksanakan oleh DJBC. 

c. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk 

diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. 

d. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang 

jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak 

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air 

minum/PDAM, benda-benda pos. 
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f. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari 

emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB. 

g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor 

Perbendaharaan dan Kas Negara. 

h. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang 

telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

i. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. 

 

2.4.5 Saat Terutang dan Pelunasan Pemungutan PPh Pasal 22 

a. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 

Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, 

maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 

b. Atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin b, c, dan 

d) terutang dan dipungut pada saat pembayaran; 

c. Atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin e) 

terutang dan dipungut pada saat penjualan; 

d. Atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin f) 

dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery 

Order); 

e. Atas pembelian bahan-bahan (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin g) 

terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

 

2.4.6 Tata Cara Pemungutan , Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 

a. PPh Pasal 22 atas impor barang (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin 

a) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, 

Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut 

oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 

 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah 

pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 

(tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. 

b. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran 

Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 

atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean 

impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak 

berakhir. 

c. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 

poin b) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke 

bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan 

pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan 

rangkap tiga, yaitu : 

a. lembar pertama untuk pembeli; 

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan 

Pajak; 

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan 

dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa 

pajak berakhir. 

d. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 

poin c) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke 

bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat 

tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir. 

e. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 

poin d) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke 

bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan 
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SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak 

berakhir. 

f. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh 

Pasal 22 poin e, dan g) dan hasil penjualan barang sangat mewah 

(lihat pemungut dan objek PPh Pasal 22 poin h) disetor oleh pemungut atas 

nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 

(sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. 

Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) 

hari setelah masa pajak berakhir. 

g. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (lihat pemungut dan objek PPh 

Pasal 22 poin f) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos 

paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 

3 yaitu: 

a. lembar pertama untuk pembeli; 

b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan 

Pajak; 

c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. 

 Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat 

paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh 

tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan dengan hari 

libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat 

dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, dan penyajian dengan carat tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi 

dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi pajak 
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adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada 

peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. 

(Muljono, 2006:1). 

 

2.5.2 Prinsip Akuntansi Pajak 

 Prinsip-prinsip yang diakui  dalam akuntansi pajak (Muljono, 2006:2) 

meliputi: 

a. Kesinambungan yang mengandung arti bahwa suatu insitas ekonomi diasumsikan 

akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. 

b. Harga pertukaran yang objektif mengandung arti bahwa transaksi keuangan harus 

dinyatakan dengan nilai uang. 

c. Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah 

ubah. 

d. Konservatif yaitu kemungkinan rugi (belum realisasi, masih merupakan tafsiran) 

sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan. 

e. Ketentuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang 

terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingam dengan sumber-sumber 

perusahaan. 

 

2.5.3 Fungsi Akuntansi Pajak 

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 

perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengembalian keputusan Muljono, 

(2006:7). Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya yaitu agar relevan, 

dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan 

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanankan selama 22 (dua 

puluh dua) hari kalender kerja yang dimulai dari 15 September 2016 sampai dengan 

14 Oktober 2016. 

Daftar jam kerja di Badan Pertanahan Nasional Jember adalah sebagai berikut: 

a. Hari Senin – Kamis 

Jam Kerja I  : 7.30 - 12.00 WIB 

Istirahat   : 12.00 - 13.00 WIB 

Jam Kerja II  : 13.00 - 17.00 WIB 

b. Hari Jumat 

Jam Kerja I  : 7.00 - 12.00 WIB  

Istirahat   : 12.00 - 13.00 WIB 

Jam Kerja II  : 13.00 - 15.30 WIB 

c. Hari Sabtu dan Minggu libur. 

 

3.1.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Kegitatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Badan Pertanahan 

Nasional Jember, Jalan KH. Shidiq no. 55, Jember. 

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan 

Mahasiswa dilibatkan langsung untuk membantu pekerjaan kantor yang ada di 

Badan Pertanahan Nasional Jember. Penulis ditempatkan di bagian Pengukuran dan 

Pemetaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pertanahan Nasional Jember 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pertanahan Nasional 

Jember. 

Tanggal Kegiatan Penanggung 
Jawab 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) 

15/09/2016 -scan buku tanah 
-mengisi berkas sertifikat tanah 
-merapikan berkas 

Suparno, S.H. 
 
 

Keterampilan 

16/09/2016 -scan buku tanah 
-mengisi berkas sertifikat tanah 
-merapikan berkas 

Suparno, S.H. Keterampilan 

19/09/2016 -scan buku tanah 
-mengisi berkas sertifikat tanah 

Suparno, S.H. Keterampilan 

20/09/2016 diskusi dengan bagian administrasi 
untuk pengambilan judul laporan 

Yoyok Hari 
Sugiono, 
A.Ptnh 

Ide pengambilan 
judul laporan 

21/09/2016 menentukan judul laporan Yoyok Hari 
Sugiono, 
A.Ptnh 

Menetapkan judul 
laporan 

22/09/2016 wawancara dengan bendaharawan 
BPN tentang prosedur 
penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPh 
pasal 22 

Yoyok Hari 
Sugiono, 
A.Ptnh 

Pembahasan judul 
laporan 

26/09/2016 wawancara dengan bendaharawan 
BPN tentang prosedur 
penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPh 
pasal 22 

Yoyok Hari 
Sugiono, 
A.Ptnh 

Mendapatkan data 
dan alur 
penghitungan PPh 
pasal 22 

27/09/2016 wawancara dengan bendaharawan 
BPN tentang prosedur 
penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPh 
pasal 22 

Yoyok Hari 
Sugiono, 
A.Ptnh 

Mendapatkan data 
dan alur 
pemungutan PPh 
pasal 22 

28/09/2016 -ikut melakukan pengukuran di 
daerah Kebon Sari 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Keterampilan 

29/09/2016 ikut melakukan pengukuran di 
daerah Kebon Sari 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Keterampilan 

30/09/2016 memploting data untuk diserahkan 
ke bagian pengukuran dan 
pemetaan 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Keteranpilan 
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Tanggal Kegiatan Penanggung 
Jawab 

Hasil 

(a) (b) (c) (d) 

04/10/2016 memploting data untuk diserahkan 
ke bagian pengukuran dan 
pemetaan 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Keterampilan 

05/10/2016 wawancara dengan bendaharawan 
BPN tentang penghitungan, 
pemungutan, penyetoran, dan 
pelaporan PPh pasal 22 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Mendapatkan data 
dan alur 
penyetoran PPh 
pasal 22 

06/10/2016 wawancara sekaligus diskusi 
dengan bendaharawan BPN tentang 
penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPh 
pasal 22 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Mendapatkan data 
dan alur pelaporan 
PPh pasal 22 

07/10/2016 Mengikuti acara tahunan BPN 
Jember (senam, donor darah, kerja 
bakti) 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Olah raga dan 
donor darah untuk 
kesehatan 

11/10/2016 wawancara sekaligus diskusi 
dengan bendaharawan BPN tentang 
penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPh 
pasal 22 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Mengoreksi data 
dan megetahui 
perlakuan PPh 
pasal 22 atas 
pengadaan alat 
tulis kantor 

12/10/2016 wawancara sekaligus diskusi 
dengan bendaharawan BPN tentang 
penghitungan, pemungutan, 
penyetoran, dan pelaporan PPh 
pasal 22 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Mengoreksi data 
dan mengetahui 
perlakuan PPh 
pasal 22 atas 
pengadaan alat 
tulis kantor 

13/10/2016 melakukan diskusi atas perlakuan 
PPh Pasal 22 dan melengkapi data 
PPh Pasal 22 sebagai lampiran 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Melengkapi data 
sebagai lampiran 
laporan 

14/10/2016 -berpamitan dengan karyawan dan 
Kepala Kantor 
-menerima surat keterangan selesai 
PKN 

Basuki Hendro 
Utomo, B.Sc 

Nilai PKN, surat 
keterangan selesai 
PKN 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

a. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan 

dalam bentuk angka. 

b. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka. 

Adapun data yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah data kualitatif. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Sumber data dalam laporan adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Dalam laporan ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli atau langsung dari lapangan (tidak melalui media perantara), hal ini yang 

dimaksud adalah Badan Pertanahan Nasional Jember. Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Data sekunder ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah ataupun secara 

secara online pada internet.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam rangka penyusunan laporan kegiatan ini dibutuhkan banyak data 

terutama referensi dari berbagai sumber yang telah penulis sebutkan sebelumnya. 

a. Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

berdialog dengan orang yang sedang diamati. Dalam proses perolehan data, 
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penulis menggunakan salah satu jenis metode wawancara yaitu wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada orang yang 

sedang diamati. Dalam hal ini, penulis mewawancarai salah seorang karyawan 

bagian Administrasi pada Badan Pertanahan Nasional. 

b. Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang 

dijadikan responden untuk dijawabnya. 

c. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur 

sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai 

fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian 

ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. 

d. Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara memggunakan 

buku atau referensi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. 

 Dalam laporan ini penulis menggunakan metode wawancara dan metode 

kepustakaan. Dari metode wawancara tersebut, Ibu Nurul Azizah selaku 

Bendaharawan Badan Pertanahan Nasional Jember bertindak sebagai narasumber. 

 Berikut ini adalah dialog antara penulis dengan narasumber : 

Penulis           :    “Bagaimana perlakuan untuk pajak penghasilan pasal 22 atas  

       pengadaan alat tulis kantor pada Badan Pertanahan Nasional Jember 

       ini bu?” 

Narasumber  : “Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember menjalin kerjasama 

dengan CV. Senyumindo Mediatama. Dari transaksi yang telah 

terjadi Bendahara Umum BPN Jember wajib memungut PPh pasal 

22 dan PPN dari CV. Senyumindo Mediatama dan menyetorkan 

pajak tersebut ke kas negara, kemudian Bendahara Umum BPN 

Jember melaporkan pajak yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama Jember. PPh pasal 22 dan PPN sendiri sistem 

pemungutannya memakai withholding system. 

Penulis           :   “Lalu bagaimana untuk prosedurnya?” 

Narasumber : “Dimulai dari BPN Jember melakukan penawaran dengan CV. 

Senyumindo Mediatama untuk bekerjasama atas pengadaan alat 

tulis kantor, dan menetapkan CV. Senyumindo Mediatama sebagai 

rekanan atas pengadaan alat tulis kantor dengan disepakatinya 

kontrak kerja. BPN Jember menerbitkan Kartu Pengawasan 

Kontrak yang ditujukan kepada CV. Senyumindo Mediatama untuk 

melakukan kerjasama atas pengadaan alat tulis kantor, Surat 

Perintah Membayar (SPM) ditujukan sebagai syarat pembayaran 

pajak atas transaksi terhadap CV. Senyumindo Mediatama. Didalam 

SPM memuat penghitungan dan pemungutan pajak PPh Pasal 22 

yang harus disetorkan, SPM diserahkan ke Bendaharawan BPN 

Jember untuk dicairkan dan mendapat tanda bukti berupa kuitansi, 

Dana ditransfer ke rekening CV. Senyumindo Mediatama sejumlah 

yang ada pada rincian SPM, Dana yang dipungut pajak diserahkan 

ke BPN Jember untuk dihitung pajaknya, Bendaharawan BPN 

Jember melakukan pemungutan pajak, dan dilanjutkan dengan 

penyetoran melalui bank persepsi, dan yang terakhir adalah 

Bendaharawan BPN Jember melakukan pelaporan ke Kantor 

Pelayanan Pajak Jember, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti pelaporan 

sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti bahwa 

Bendaharawan BPN Jember tetap melakukan pembayaran pajak, 

juga untuk diserahkan ke pihak rekanan.” 
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BAB. 5 PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di Badan 

Pertanahan Nasional Jember dengan tema perpajakan PPh Pasal 22 atas 

pengadaan alat tulis kantor dan berdasarkan uraian yang telah didapatkan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Badan Pertanahan Nasional Jember bekerja sama dengan CV. Senyumindo 

Mediatama atas pengadaan alat tulis kantor melakukan penghitungan PPh 

Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 154/PMK.3/2010. 

b. Badan Pertanahan Nasional Jember bekerja sama dengan CV. Senyumindo 

Mediatama atas pengadaan alat tulis kantor melakukan pemungutan PPh 

Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 154/PMK.3/2010. 

c. Badan Pertanahan Nasional Jember bekerja sama dengan CV. Senyumindo 

Mediatama atas pengadaan alat tulis kantor melakukan penyetoran PPh 

Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 154/PMK.3/2010. 

d. Badan Pertanahan Nasional Jember bekerja sama dengan CV. Senyumindo 

Mediatama atas pengadaan alat tulis kantor melakukan pelaporan PPh 

Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 154/PMK.3/2010. 

e. Badan Pertanahan Nasional Jember bekerja sama dengan CV. Senyumindo 

Mediatama atas pengadaan alat tulis kantor melakukan penghitungan, 

pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN sesuai prosedur dan 

telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam 

proses penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor yang dilakukan oleh 
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Bendaharawan Badan Pertanahan Nasional Jember menggunakan 

withholding system dimana dalam pemungutan pajaknya memberi 

wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang ditanggung CV. 

Senyumindo Mediatama, sedangkan CV. Senyumindo Mediatama hanya 

menerima bukti pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan alat tulis kantor. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil selama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

di Badan Pertanahan Nasional Jember tidak ada saran yang disampaikan oleh 

penulis karena Bendaharawan Badan Pertanahan Naional Jember telah melakukan 

kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dengan baik sesuai dengan peraturan, 

mengingat pajak yang dibayarkan juga merupakan sumber terbesar untuk 

menyejahterakan kehidupan bangsa. 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 154/PMK.03/2010 

 
TENTANG 

 
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN 

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG 
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat 
menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan 
pembayaran atas penyerahan barang;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat 
menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang 
melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan 
di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;  

 
Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3985);  

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);  

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;;  

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : 
     
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK 
PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS 
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU 
KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN. 
 

Pasal 1   
 
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah: 

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;  
b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut 

pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga 
Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran 
atas pembelian barang;  

c. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme 
uang persediaan (UP);  

d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar 
yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang 
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);  

e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, 
industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;  

f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan 
bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;  

g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 
pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas 
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 
pedagang pengumpul.  
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Pasal 2 
 
(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Atas impor: 

1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% (dua 
setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan 
tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;  

2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% 
(tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau  

3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual 
lelang.  

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, 
dan huruf d sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau 
importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: 
1. Bahan Bakar Minyak sebesar: 

a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU 
Pertamina;  

b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina 
dan Non SPBU;  

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai; 

3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai.  

d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak 
dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri 
otomotif: 

1. penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari 
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;  

2. penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma 
dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan 
Nilai;  

3. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam 
negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar 
pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;  

4. penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari 
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.  
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e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan 
usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 
pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan 
Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima 
persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.  

(2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah 
nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance 
and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. 

(3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 
100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 
dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final. 

 

Pasal 3 
 
(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: 

a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; 

b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak 
Pertambahan Nilai: 

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia berdasarkan asas timbal balik;  

2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui 
dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang 
tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang 
untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang 
bertugas di Indonesia;  

3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, 
kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;  

4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan 
tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;  

5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;  
6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 

lainnya;  
7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;  
8. barang pindahan;  
9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan 

barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan kepabeanan;  

10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 
ditujukan untuk kepentingan umum;  
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11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang 
yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;  

12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi 
keperluan pertahanan dan keamanan negara;  

13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi 
Nasional (PIN);  

14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;  
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan 

penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal 
tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat 
keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan 
Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;  

16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau 
alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan 
yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga 
Nasional;  

17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau 
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta 
Api Indonesia;  

18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara 
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara 
Nasional Indonesia; dan/atau  

19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya 
dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.  

c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk 
diekspor kembali; 

d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor 
kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang 
telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan: 

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;  

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, 
air minum/PDAM dan benda-benda pos.  

f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum 
Badan Urusan Logistik (BULOG); 

g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari 
emas untuk tujuan ekspor; 

h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

(2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor 
tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%(nol persen). 

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dinyatakan 
dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan 
huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak. 

 

Pasal 4 
 
(1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan 

dengan saat pembayaran Bea Masuk. 
(2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan 

Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor 
Barang (PIB). 

(3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan dipungut pada saat 
pembayaran. 

(4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri 
kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. 

(5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan 
pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran 
Barang (delivery order). 

(6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul 
terutang dan dipungut pada saat pembelian. 

      

Pasal 5 
 
(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara 

penyetoran oleh: 

a. importir yang bersangkutan; atau  
b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  

ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri 
Keuangan. 

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, wajib disetor oleh 
pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi 
atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. 

(3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan 
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pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja 
dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, 
bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak. 

(4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk 
keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak 
dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh 
pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. 

 

Pasal 6 
 
(1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c 
dan, huruf d, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti 
Pemungutan Pajak. 

(2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, 
wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 
(tiga), yaitu : 

a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul);  
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan 

Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 
22); dan  

c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.  

     

Pasal 7 
 
Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil 
pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan 
Pajak. 
  

Pasal 8 
 
Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, 
penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak. 
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Pasal 9 
 
(1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh 

pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, 
penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri 
otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat 
tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam 
tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. 

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan 
pelumas kepada: 

a. penyalur/agen bersifat final;  
b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.  

 

Pasal 10 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang 
impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
  

Pasal 11 
 
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, 
Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 12 
 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Agustus 2010 
MENTERI KEUANGAN, 
 
ttd. 
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AGUS D.W. MARTOWARDOJO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Agustus 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 
ttd. 
 
PATRIALIS AKBAR 
    

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 427 
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 563/KMK.03/2003 

TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR 

PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN 

NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 

DAN PELAPORANNYA 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : 

 

 bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal 
16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor 
Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, 
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya; 

Mengingat :  

 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara);  

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 1264) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3986);  

 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN 
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN 
DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN 
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA 
PEMUNCULAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA. 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 

1. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang 
melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, 
Kabupaten, atau Kota.  

2. Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak 
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan 
Kas Negara.  

Pasal 2 

(1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor,
dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang terutang. 

(3) Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas 
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Negara dimaksud. 

Pasal 3 

(1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah
atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. 

(2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. 

Pasal 4 

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak
dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :  

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;  

b. pembayaran untuk pembebasan tanah;  

c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau 
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;  

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan
Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;  

e. pembayaran atas rekening telepon;  

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh 
perusahaan penerbangan; atau  

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.  

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. 
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Pasal 5 

(1) Pemungutan Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat 
pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan 
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. 

(2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran 
tagihan. 

(3) Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan 
pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 6 

(1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor
Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan
pembayaran tagihan. 

(2) Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai. 

Pasal 7 

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran 
berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak 
dipenuhi. 

Pasal 8 

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar 
Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar 
perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang 
ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. 
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Pasal 9 

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor 
Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. 

Pasal 10 

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan 
Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Instansi Pemerintah Tertentu untuk
Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, yang dilakukan sampai dengan tanggal 31
Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang 
Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
tersebut diterbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004. 

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
lambat tanggal 31 Januari 2004. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)
tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku. 

Pasal 11 

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri 
Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan 
Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-
sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

Pasal 12 

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :  

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan 
Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah 
Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;  
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2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai 
Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;  

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai; dan  

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,  

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan 
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Desember 2003  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BOEDIONO  
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  28  TAHUN  2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk
lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi
perkembangan di bidang teknologi informasi dan
perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan
material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan  . . .
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-  2  -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a.  Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566);

b.  Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .
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-  3  -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 dan perubahannya.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini.

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian  . . .
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9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1
(satu) Tahun Pajak.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak.

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang
meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat  . . .
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19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
pajak dan biaya penagihan pajak.

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan
pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak
atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang
dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas
penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri,
dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah
dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah
dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang
terutang.

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh
orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai
usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak
terikat oleh suatu hubungan kerja.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau
bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang
dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat
bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di
bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

27. Pemeriksaan . . .
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27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan
tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di
bidang perpajakan.

28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun
Pajak tersebut.

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian Surat
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk
penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang
terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
Pajak,  Surat  Keputusan  Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, . . .
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Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan
pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dapat diajukan gugatan.

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan
Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau
Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk
Wajib Pajak tertentu.

39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan
bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman,
tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara
langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,
atau putusan disampaikan secara langsung.

41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos
pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima
secara langsung adalah tanggal pada saat surat,
keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

2. Ketentuan . . .
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan
usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat
(2); dan/atau

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang
pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena
Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau
Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai
sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif

dan obyektif . . .
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dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib
Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata
cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pajak apabila:

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli
warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian
atau penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan
kegiatan usahanya di Indonesia; atau

d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari
Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak
orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib
Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.

(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(9) Direktur . . .
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(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan
dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani
serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri
Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang
diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan
stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital,
yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang
sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib  . . .
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(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di
tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
atau mengambil dengan cara lain yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Batas  waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
adalah:
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20

(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama
3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4
(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan
beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat
Pemberitahuan Masa.

(3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan
dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara
pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau
dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus disertai dengan penghitungan sementara pajak
yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat
Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

(5a) Apabila . . .
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(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
batas waktu perpanjangan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan
dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara
yang digunakan untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan
apabila:

a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri
keterangan dan/atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (6);

c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara
tertulis; atau

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau
menerbitkan surat ketetapan pajak.

(7a) Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada
Wajib Pajak.

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan
tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal  4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal  4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya.

(2) Surat . . .
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(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan
menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa
khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan.

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan
harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain
yang diperlukan untuk menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak.

(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib
Pajak.

(4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat
Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,
sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak
disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (7) huruf b.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh
Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus
diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk
dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan
melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau
dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Tanda  . . .
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(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk
penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti
dan tanggal penerimaan sepanjang Surat
Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
terhadap:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal
dunia;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai
warga negara asing yang tidak tinggal lagi di
Indonesia;

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan
lagi di Indonesia;

e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan
usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .
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f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; atau

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi
atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(3) Walaupun . . .
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(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan,
tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai
adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak
akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak
dengan kemauan sendiri mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi
berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak
dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan
dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang
dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih

besar atau lebih kecil;
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi

lebih kecil atau lebih besar;
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;

atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat
dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang
dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum
laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan
Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib
Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding,  atau  Putusan  Peninjauan  Kembali

Tahun  . . .
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  Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak
sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda
dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan
tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan
tindakan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing
jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal
jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai
dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(3) Surat . . .
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(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah
tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama
menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak termasuk
kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila
telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima
pembayaran yang berwenang atau apabila telah
mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan
pelaporannya serta tata cara mengangsur dan
menunda pembayaran pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan  . . .
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11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal
17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan
ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak
mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan
Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan
ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang
pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan
Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal
17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak
diterimanya Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak.

(3) Apabila . . .
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(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan,
Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan atas keterlambatan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung
sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian
kelebihan.

(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti
jumlah pajak yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan
jumlah pajak yang terutang.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat,
yakni ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a.  apabila . . .
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a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata
tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih
pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol
persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga
tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan
yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun
Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang
tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang
dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong
atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% . . .
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c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh
Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak
diterbitkan surat ketetapan pajak.

(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat
puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak
atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah
jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana
lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila
kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak
dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan
pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang
ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar.

15. Ketentuan . . .
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15. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda dan/atau bunga;

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur
pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
waktu;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur
pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau

2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajak pedagang eceran;

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak
tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
atau

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan
telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.

(2) Surat . . .
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(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,
atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor
pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar
Pengenaan Pajak.

(5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung
dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal
penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru
yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang
terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan
dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan.

(2)  Jumlah  . . .

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


-  25  -

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan
keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak
sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.

(4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak
yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak
setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan

Bunga . . .
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Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas
permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak
tidak memberi suatu keputusan, permohonan
pembetulan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal
Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis
mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak
atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan
pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah
pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
yang terutang.

(2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur
Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran
pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya
tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat
diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar
jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran
pajak yang telah ditetapkan.

19. Ketentuan  . . .
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19. Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17A

(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan
pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil
apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau
tidak ada pembayaran pajak.

(2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 17B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17B

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus
menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara
lengkap.

(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan
paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu
tersebut berakhir.

(3) Apabila  . . .
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(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar.

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan
dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan
penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak
pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada
Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu
12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

21. Ketentuan Pasal 17C diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17C

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian
atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu,
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan;

b. tidak  . . .
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b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua
jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak,
setelah melakukan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak.

(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak apabila:

a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa
Pajak berturut-turut;

c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa
Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan.

(7) Tata cara . . .
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(7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria
tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

22. Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 17D dan Pasal 17E yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17D

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian
atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan
tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap
untuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha
atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran
usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan
jumlah tertentu;

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha
dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah
tertentu; atau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu.

(3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan,
dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(4) Direktur . . .
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(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah
melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen).

Pasal 17E

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang
melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah
pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat
diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah
dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

23. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak
yang masih harus dibayar bertambah, merupakan
dasar penagihan pajak.

(2) Dihapus.

24. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih

harus . . .
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harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo
pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung
dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal
pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan
Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau
menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan
ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang
dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas
kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari
saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan
tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

25. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan
penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Dikecualikan . . .
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus
dilakukan apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang
yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak
akan membubarkan badan usaha atau
menggabungkan atau memekarkan usaha, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
yang dikuasainya, atau melakukan perubahan
bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak
oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda
kepailitan.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

26. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak
atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi
administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan
biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak
mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b.  biaya  . . .
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b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang dimaksud; dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh
pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau
dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau
badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit,
pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham
atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta
tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak
tersebut.

(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5
(lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.

(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan
sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar
diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau

b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau
persetujuan angsuran pembayaran maka jangka
waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas
akhir penundaan diberikan.

27. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk
bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak,
daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

(2) Daluwarsa . . .
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(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Paksa;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung;

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5),
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4); atau

d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.

28. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23

(1) Dihapus.

(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman
Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan
pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan
dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat
Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

(3) Dihapus.

29. Ketentuan  . . .
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29. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan
besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

30. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak
ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang
terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut,
atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak
dengan disertai alasan yang menjadi dasar
penghitungan.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau
sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi
pajak yang masih harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat
keberatan disampaikan.

(4) Keberatan . . .
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(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk
menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat
keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat,
atau melalui cara lain yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi,
atau pemotongan atau pemungutan pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (1a).

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) tidak dikenakan.

31. Ketentuan  . . .
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31. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak
dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan
dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang
bersangkutan harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

32. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain,
mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak
untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh
penjelasan mengenai keberatannya.

(3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan
tetap dapat diselesaikan.

(4) Wajib  . . .
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(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan,
catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam
proses keberatan yang tidak diberikan pada saat
pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat
pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak
ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau
keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan
dalam penyelesaian keberatannya.

33. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat
Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1).

(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan
pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha
negara.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan
sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan
dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan
tersebut.

(4) Dihapus.

(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal
Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-
hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan
yang diterbitkan.

(5) Dihapus.

(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka
waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas
jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(5b)  Jumlah  . . .
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(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (1a).

(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang
terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan
undang-undang.

34. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27A

(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding,
atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih
harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah
dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,
kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali; atau

b. untuk  . . .
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b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal
penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang
dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
dihitung sejak tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal
penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali
yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan
Wajib Pajak.

(3) Tata cara . . .
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(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

35. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di
Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan,
adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus
diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik
dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam
bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas
dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau
tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal Pajak.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat
dihitung besarnya pajak yang terutang.

(8) Pembukuan . . .
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(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh
Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang
peredaran atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung
jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan
yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak
yang bersifat final.

(10) Dihapus.

(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi
on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di
Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal
Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan
Wajib Pajak badan.

(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

36. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa
harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan
dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta
memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang
diperiksa.

(3) Wajib . . .
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(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruang yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi,
dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu)
bulan sejak permintaan disampaikan.

(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan
kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat
dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan,
pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang
diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban
untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk
keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

37. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran
emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan
pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian yang:

a. Surat  . . .
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a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak
menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17B; atau

b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko

dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

38. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

39. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan
ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban
menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak
untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan
penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan,
Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat
pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam
batas waktu yang ditentukan.

40. Ketentuan . . .
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40. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
Wajib Pajak diwakili dalam hal:
a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan

yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah

seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau
yang mengurus harta peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada
dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara
renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali
apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur
Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya
benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung
jawab atas pajak yang terutang tersebut.

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang
kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban
kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang
nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan
kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam
menjalankan perusahaan.

41. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal 33

Dihapus.

42. Ketentuan . . .
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42. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan
Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan
kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan
berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak
yang ditunjuk.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim
sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan
dengan keterangan yang diminta.

43. Ketentuan . . .
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43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan diperlukan
keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi,
dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan
tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak
tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang
diminta.

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk
keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali
untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas
permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari
pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

44. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan
pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang
berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat
Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2).

(2)  Dalam . . .
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(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak
berwenang menghimpun data dan informasi untuk
kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2).

45. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan
pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang
tidak benar; atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat
ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan; atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan
Wajib Pajak.

(1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan    huruf c hanya dapat diajukan
oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu)
kali.

(1c) Direktur . . .
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(1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus
memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

(1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak
tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
dikabulkan.

(1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal
Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-
hal yang menjadi dasar untuk menolak atau
mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b),
ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

46. Ketentuan Pasal 36A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36A

(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan
sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan
sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dapat diadukan ke unit internal
Departemen Keuangan yang berwenang melakukan
pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti
melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya
terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman
kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri
secara melawan hukum diancam dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

(4) Pegawai  . . .
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(4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan
diri sendiri secara melawan hukum dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau
menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

(5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara
perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan
tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

47. Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 36B

(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode
etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi
kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan
pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat
Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36C
Menteri Keuangan membentuk komite pengawas
perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Pasal 36D

(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

(3) Tata cara . . .
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

48. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum
Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang
masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat
diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok
Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah
berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan
sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan
pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang
disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan
lebih bayar.

49. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya
tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar

sehingga . . .
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sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan
setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling
singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

50. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak;

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap;

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-
olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan
yang sebenarnya;

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau
tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen
lain;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik
atau diselenggarakan secara program aplikasi on-
line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (11); atau

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut

sehingga . . .
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sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi
pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana
di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara
yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk
melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak
atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan
Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan
permohonan restitusi atau melakukan kompensasi
pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan
paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang
dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan
yang dilakukan.

51. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya; atau

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana . . .
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau
bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah
pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

52. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41

(1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

53. Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41A

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti
yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau
memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).

54. Ketentuan Pasal 41B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41B . . .
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Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau
mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh
lima juta rupiah).

55. Di antara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41C

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10
(sepuluh) bulan atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan
data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10
(sepuluh) bulan atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan
data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan
kerugian kepada negara dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

56. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan
Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari
Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh
melakukan, yang turut serta melakukan, yang

menganjurkan, . . .
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menganjurkan, atau yang membantu melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh
melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

57. Sebelum Pasal 44 dalam BAB IX disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data,
laporan, dan pengaduan berwenang melakukan
pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat
Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit
pemeriksa internal di lingkungan Departemen
Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti
permulaan.

(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak
pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang
tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum
Tindak Pidana Korupsi.

(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

58. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya
dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak
pidana di bidang perpajakan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

a. menerima . . .
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a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(4) Dalam . . .
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(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat
meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

59. Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44B

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas
permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat
menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak
yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau
yang tidak seharusnya dikembalikan.

Pasal II

1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun
Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang
belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000.

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan
sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir
paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.

3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2008.

Agar  . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  36  TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :
  

a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang 
semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang 
netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan 
lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta 
transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4740); 

 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); 

 
   

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK 
PENGHASILAN. 

 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah 
dengan Undang-Undang: 
a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3459); 

b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3567); 

c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3985); 

 

diubah ... 
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diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah 

sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana 
tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 
Undang-Undang ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan 
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: 
a. 1. orang pribadi;  

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak;  

b. badan; dan 
c. bentuk usaha tetap. 

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang 
perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek 
pajak badan. 

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam 
negeri dan subjek pajak luar negeri. 

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:  
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi 
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 
dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 
Indonesia;  

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan 
pemerintah yang memenuhi kriteria: 
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
 3. penerimaannya ... 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 4 - 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat 
pengawasan fungsional negara; dan 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak. 

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:  
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 
tetap di Indonesia; dan 

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima 
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak 
dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 
tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 
kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen; 
b. cabang perusahaan; 
c. kantor perwakilan; 
d. gedung kantor; 
e. pabrik; 
f. bengkel; 
g. gudang; 
h. ruang untuk promosi dan penjualan; 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, ... 
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k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, 
atau kehutanan; 

l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai 

atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 
(enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan;  

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
kedudukannya tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia yang menerima premi asuransi atau 
menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis 
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh 
penyelenggara transaksi elektronik untuk 
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.  

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan 
badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut 
keadaan yang sebenarnya. 

 
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 
a. kantor perwakilan negara asing; 
b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat 

atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan 
orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 
yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara 
Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 
memperoleh penghasilan di luar jabatan atau 
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan 
memberikan perlakuan timbal balik; 

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

dan 

2. tidak ... 
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2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain 
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia 
selain memberikan pinjaman kepada pemerintah 
yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional 
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan 
syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain 
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

 

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, 
dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, 
yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat 
(3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, 
huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, 
huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 4 
 

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu 
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, termasuk:  
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan 

pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh 
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau 
imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-undang ini;  

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, 
dan penghargaan;  

c. laba usaha;  
d. keuntungan karena penjualan atau karena 

pengalihan harta termasuk:  
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada 

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 
sebagai pengganti saham atau penyertaan 
modal;  

2. keuntungan ... 
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2. keuntungan karena pengalihan harta kepada 
pemegang saham, sekutu, atau anggota yang 
diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 
lainnya;  

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, 
pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa 
hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang 
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat dan badan 
keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi 
yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak 
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-
pihak yang bersangkutan; dan 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan 
sebagian atau seluruh hak penambangan, 
tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 
permodalan dalam perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran 
tambahan pengembalian pajak;  

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 
karena jaminan pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;  
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta;  
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali 

sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah;  

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;  
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  
n. premi asuransi;  

 o. iuran … 
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o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan 
dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang 
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari 
penghasilan yang belum dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 
(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat 

final: 
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan 

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, 
dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas 

lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di 
bursa, dan transaksi penjualan saham atau 
pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 
ventura;  

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa 
tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, 
usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 
bangunan; dan 

e. penghasilan tertentu lainnya, 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah. 

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:  
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang 

diterima oleh badan amil zakat atau lembaga 
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan 
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah; dan 

 2. harta … 
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2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga 
sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau 
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro 
dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 
pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. warisan; 
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh 

badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai 
pengganti penyertaan modal; 

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh 
dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang 
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 
dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 
menggunakan norma penghitungan khusus 
(deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada 
orang pribadi sehubungan dengan asuransi 
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;  

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau 
diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak 
dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, 
atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan 
modal pada badan usaha yang didirikan dan 
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
1. dividen berasal dari cadangan laba yang 

ditahan; dan  
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah yang 
menerima dividen, kepemilikan saham pada 
badan yang memberikan dividen paling rendah 
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal 
yang disetor;  

 

g. iuran … 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 10 - 

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan Menteri 
Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai;  

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana 
pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, 
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan;  

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota 
dari perseroan komanditer yang modalnya tidak 
terbagi atas saham-saham, persekutuan, 
perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk 
pemegang unit penyertaan kontrak investasi 
kolektif;  

j. dihapus; 
k. penghasilan yang diterima atau diperoleh 

perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari 
badan pasangan usaha yang didirikan dan 
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, 
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:  
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, 

menengah, atau yang menjalankan kegiatan 
dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; dan  

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek 
di Indonesia;  

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu 
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau 
lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang 
pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi 
yang membidanginya, yang ditanamkan kembali 
dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 
pendidikan dan/atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih 
tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; dan 

 n. bantuan … 
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n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib 
Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih 
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan 

huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i 
sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 
6 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 
(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan 
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 
termasuk: 
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung 

berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 
1. biaya pembelian bahan;  
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, 
gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk uang; 

3. bunga, sewa, dan royalti;  
4. biaya perjalanan; 
5. biaya pengolahan limbah;  
6. premi asuransi; 
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; 

8. biaya administrasi; dan  
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;  

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh 
harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran 
untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 
11A; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan; 

 d. kerugian … 
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d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta 
yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan 
atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, 
dan memelihara penghasilan;  

e. kerugian selisih kurs mata uang asing; 
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan 

yang dilakukan di Indonesia; 
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 

dengan syarat: 
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan 

laba rugi komersial;  
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang 

yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat 
Jenderal Pajak; dan 

3. telah diserahkan perkara penagihannya 
kepada Pengadilan Negeri atau instansi 
pemerintah yang menangani piutang negara; 
atau adanya perjanjian tertulis mengenai 
penghapusan piutang/pembebasan utang 
antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam 
penerbitan umum atau khusus; atau adanya 
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah 
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;  

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 
tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak 
tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan 
bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah; 

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan 

m. sumbangan … 
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m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga 
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, 
kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan 
mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 
dengan 5 (lima) tahun. 

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri 
diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

 
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 7 
 

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan 
paling sedikit sebesar:  
a.  Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus 

empat puluh ribu  rupiah) untuk diri Wajib Pajak 
orang pribadi;  

b.  Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh 
ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang 
kawin;  

c.  Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus 
empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang 
isteri yang penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1); dan 

d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh 
ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam 
garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 
(tiga) orang untuk setiap keluarga. 

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau 
awal bagian tahun pajak. 

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

7. Ketentuan … 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 14 - 

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan 
Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 8 

 
(1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang 

telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal 
bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang 
berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum 
dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian 
suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata 
diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang 
telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 
dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan 
usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota 
keluarga lainnya. 

(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah 
apabila:  
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan 

putusan hakim;  
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri 

berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan 
penghasilan; atau 

c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk 
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya 
sendiri. 

(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak 
berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-
isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh 
masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan 
perbandingan penghasilan neto mereka. 

(4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan 
penghasilan orang tuanya. 

 
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta 

Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
 

 
 

Pasal 9 ... 
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Pasal 9 
 

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak 
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 
tidak boleh dikurangkan: 
a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk 

apapun seperti dividen, termasuk dividen yang 
dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi; 

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau 
anggota; 

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, 
kecuali: 
1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha 

bank dan badan usaha lain yang menyalurkan 
kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan 
perusahaan anjak piutang; 

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk 
cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga 
Penjamin Simpanan;  

4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha 
pertambangan;  

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk 
usaha kehutanan; dan 

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan 
tempat pembuangan limbah industri untuk 
usaha pengolahan limbah industri, 

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea 
siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, 
kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi 
tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan; 

 
e. penggantian ... 
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e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan 
pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk 
natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura 
dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan;  

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan 
kepada pemegang saham atau kepada pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; 

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, 
dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang 
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil 
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 
Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah; 

h. Pajak Penghasilan; 
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk 

kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang 
menjadi tanggungannya; 

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, 
firma, atau perseroan komanditer yang modalnya 
tidak terbagi atas saham;  

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang 
berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan. 

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan 
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan 
melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. 

 

9. Ketentuan ... 
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9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan  ayat (11) serta Penjelasan 
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

 
(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, 

pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan 
harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, 
hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, 
yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam 
bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat 
yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, 
dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang 
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 
cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, 
dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku 
disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara 
taat asas. 

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya 
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam 
proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 
selesainya pengerjaan harta tersebut. 

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib 
Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai 
pada bulan harta tersebut digunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai 
menghasilkan. 

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah 
nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva 
tersebut. 

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif 
penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: 

 
Kelompok ...
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Tarif Penyusutan sebagaimana 
dimaksud dalam Kelompok Harta 

Berwujud 
Masa 

Manfaat 
Ayat (1) Ayat (2) 

 I. Bukan bangunan    
 Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 
 Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 
 Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 
 Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 
II. Bangunan     
 Permanen 20 tahun 5%  
 Tidak Permanen 10 tahun 10%  

 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta 
berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang 
usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d 
atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka 
jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan 
sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau 
penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh 
dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya 
penarikan harta tersebut. 

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima 
jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa 
kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal 
Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) dibukukan sebagai beban  masa kemudian 
tersebut. 

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 
dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah 
nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan 
sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta 
berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
10. Ketentuan ... 
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10. Ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan Penjelasan ayat (5) diubah 
serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11A 

 
(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta 

tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya 
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, 
hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai 
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang 
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-
bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang 
menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 
cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran 
tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa 
manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat 
dilakukan secara taat asas. 

(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya 
pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif 
amortisasi ditetapkan sebagai berikut: 

 

Tarif Amortisasi berdasarkan 
metode Kelompok Harta 

Tak Berwujud Masa Manfaat 
Garis 
Lurus 

Saldo 
Menurun 

Kelompok 1 4 tahun 25% 50% 
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% 
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% 
Kelompok 4 20 tahun 5% 10% 

 

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya 
perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada 
tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2). 

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak 
dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan 
minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan 
metode satuan produksi. 

(5) Amortisasi … 
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(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak 
penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak 
pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber 
alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan 
menggunakan metode satuan produksi setinggi-
tingginya 20% (dua puluh persen) setahun. 

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2). 

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau 
hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat 
(4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-
hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah 
yang diterima sebagai penggantian merupakan 
penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. 

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a 
dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka 
jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh 
dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang 
mengalihkan. 

 

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) 
serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk 
menentukan penghasilan neto, dibuat dan 
disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya 
dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh 
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan 
Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dengan syarat 
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun 
pajak yang bersangkutan. 

(3) Wajib ... 
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(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
menghitung penghasilan netonya dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 
wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.  

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk menghitung penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, 
dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. 

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan 
atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata 
tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan 
pencatatan atau pembukuan atau tidak 
memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti 
pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung 
berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto 
dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain 
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(6) Dihapus. 
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan 
Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

 
Pasal 16 

 
 

(1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif 
bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun 
pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari 
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), 
serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan 
huruf g.  

(2) Penghasilan ... 
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(2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi 
dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
dihitung dengan menggunakan norma penghitungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk 
Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1). 

(3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri 
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam 
suatu tahun pajak dihitung dengan cara 
mengurangkan dari penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan 
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat 
(3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. 

(4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian 
tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A 
ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang 
diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang 
disetahunkan. 

 

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan 
Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di 
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni 
ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 
berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 17 
 

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena 
Pajak bagi:  
a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah 

sebagai berikut: 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
sampai dengan Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) 

5% 
(lima persen) 

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah)  

15% 
(lima belas persen) 

di atas ...
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Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus 
lima puluh juta rupiah) sampai 
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) 

25% 
(dua puluh lima 

persen) 

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) 

30% 
(tiga puluh persen) 

 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk 
usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh 
delapan persen). 

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% 
(dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai 
berlaku sejak tahun pajak 2010. 

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk 
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat 
puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 
disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan 
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat 
memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih 
rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen 
yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% 
(sepuluh persen) dan bersifat final. 

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan 
Keputusan Menteri Keuangan. 

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena 
Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah 
penuh. 

 
(5) Besarnya … 
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(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang 
pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian 
tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian 
tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam 
puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 
(satu) tahun pajak. 

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh 
dihitung 30 (tiga puluh) hari. 

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif 
pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak 
melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut 
pada ayat (1). 

 

 

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan 
ayat (1) diubah serta di antara ayat (3a) dan  ayat (4) 
disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3b) sampai dengan 
ayat (3e) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

 

 
Pasal 18 

 

 

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan 
keputusan mengenai besarnya perbandingan antara 
utang dan modal perusahaan untuk keperluan 
penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. 

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat 
diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri 
atas penyertaan modal pada badan usaha di luar 
negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di 
bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam 

negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah saham yang disetor; atau  

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam 
negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling 
rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah 
saham yang disetor. 

(3) Direktur … 
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(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk 
menentukan kembali besarnya penghasilan dan 
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal 
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak 
bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa 
dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran 
dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh 
hubungan istimewa dengan menggunakan metode 
perbandingan harga antara pihak yang independen, 
metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, 
atau metode lainnya. 

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan 
perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama 
dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk 
menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu 
periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta 
melakukan renegosiasi setelah periode tertentu 
tersebut berakhir. 

(3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau 
aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang 
dibentuk untuk maksud demikian (special purpose 
company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang 
sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang 
Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan 
istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan 
terdapat ketidakwajaran penetapan harga. 

(3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara 
(conduit company atau special purpose company) yang 
didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang 
memberikan perlindungan pajak (tax haven country) 
yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan 
yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 
atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan 
sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang 
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau 
bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

 (3d) Besarnya … 
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(3d)  Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak 
orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang 
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain 
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 
di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal 
pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian 
penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran 
lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang 
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia tersebut. 

(3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, 
dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:  
a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal 

langsung atau tidak langsung paling rendah 25% 
(dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; 
hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 
dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di 
antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut 
terakhir;  

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau 
dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah 
penguasaan yang sama baik langsung maupun 
tidak langsung; atau  

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah 
maupun semenda dalam garis keturunan lurus 
dan/atau ke samping satu derajat. 

(5) Dihapus. 
 

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 19 … 
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Pasal 19 
 

(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan 
tentang penilaian kembali aktiva dan faktor 
penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara 
unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena 
perkembangan harga. 

 (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak 
tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan 
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

 
16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat 

(8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 21 

 
(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib 
dilakukan oleh: 
a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;  

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 
kegiatan;  

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan 
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama 
apa pun dalam rangka pensiun;  

d. badan yang membayar honorarium atau 
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 
melakukan pekerjaan bebas; dan 

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan 
pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan 
suatu kegiatan. 

(2) Tidak … 
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(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib 
melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara 
asing dan organisasi-organisasi internasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang 
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah 
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya 
jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, 
dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.  

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai 
tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah 
penghasilan bruto setelah dikurangi bagian 
penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang 
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 
a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan 
Pemerintah. 

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% 
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. 

(6)  Dihapus. 
(7)  Dihapus. 
(8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan 

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta 
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 
berbunyi sebagai berikut: 

 
 Pasal 22 … 
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Pasal 22 
 

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan: 
a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak 

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan 
barang; 

b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak 
dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di 
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; 
dan 

c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut 
pajak dari pembeli atas penjualan barang yang 
tergolong sangat mewah. 

(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, 
dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% 
(seratus persen) daripada tarif yang diterapkan 
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. 

 
18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c 

diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 
1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan 
ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga 
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

 
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, 
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk 
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 
lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk 
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib 
membayarkan: 
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto 

atas: 

1. dividen … 
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1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf g; 

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf f;  

3. royalti; dan 
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya 

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(1) huruf e; 

b. dihapus; 
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:  

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan 
penghasilan lain sehubungan dengan 
penggunaan harta yang telah dikenai Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2); dan 

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, 
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21. 

(1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, 
besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% 
(seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 
memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dilakukan atas: 
a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada 

bank; 
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan 

dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 

c. dividen … 
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c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh 
orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2c);  

d. dihapus; 
e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3) huruf i; 
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggotanya; 
g. dihapus; dan 
h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada 

badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi 
sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan 
yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga 

Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24 
 

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas 
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan 
terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-
undang ini dalam tahun pajak yang sama. 

(2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang 
dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh 
melebihi penghitungan pajak yang terutang 
berdasarkan Undang-undang ini.  

(3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh 
dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai 
berikut: 
a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya 

serta keuntungan dari pengalihan saham dan 
sekuritas lainnya adalah negara tempat badan 
yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut 
didirikan atau bertempat kedudukan; 

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa 
sehubungan dengan penggunaan harta gerak 
adalah negara tempat pihak yang membayar atau 
dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut 
bertempat kedudukan atau berada;  

c. penghasilan … 
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c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan 
penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat 
harta tersebut terletak;  

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan 
jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara 
tempat pihak yang membayar atau dibebani 
imbalan tersebut bertempat kedudukan atau 
berada;  

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara 
tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan 
usaha atau melakukan kegiatan; 

f.  penghasilan dari pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan atau tanda turut serta 
dalam pembiayaan atau permodalan dalam 
perusahaan pertambangan adalah negara tempat 
lokasi penambangan berada; 

g.  keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah 
negara tempat harta tetap berada; dan 

h.  keuntungan karena pengalihan harta yang 
menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap 
adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. 

(4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan 
prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud 
pada ayat tersebut. 

(5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang 
dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau 
dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut 
Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah 
tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian 
itu dilakukan.  

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak 
atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat 
(7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara 
ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) 
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

 
 Pasal 25 ... 
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Pasal 25 
 

(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan 
yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk 
setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 
terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi 
dengan: 
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta 
Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22; dan  

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di 
luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24, 

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam 
bagian tahun pajak. 

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri 
oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama 
dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir 
tahun pajak yang lalu. 

(3) Dihapus. 
(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat 

ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, 
besarnya angsuran pajak dihitung kembali 
berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan 
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan 
penerbitan surat ketetapan pajak. 

(5) Dihapus. 
(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan 

penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun 
pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;  
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak 

teratur;  

c. Surat … 
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c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas 
waktu yang ditentukan;  

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan;  

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang 
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar 
dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan 

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan 
Wajib Pajak. 

(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan 
besarnya angsuran pajak bagi: 
a. Wajib Pajak baru; 
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan 
Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan harus membuat 
laporan keuangan berkala; dan 

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu 
dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh 
puluh lima persen) dari peredaran bruto. 

(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 
21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri 
wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. 

(9) Dihapus. 
 

21. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) 
huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan 
ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (1a), serta di antara ayat (2) dan ayat 
(3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 
berbunyi sebagai berikut: 

 
 Pasal 26 … 
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Pasal 26 
 

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, 
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 
kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan: 
a. dividen; 
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 

sehubungan dengan jaminan pengembalian 
utang; 

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta; 

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan 
kegiatan; 

e. hadiah dan penghargaan; 
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;  
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; 

dan/atau 
h. keuntungan karena pembebasan utang. 

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain 
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara 
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 
luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari 
penghasilan tersebut (beneficial owner). 

(2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta 
di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat 
(2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar 
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan 
premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan 
asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh 
persen) dari perkiraan penghasilan neto. 

(2a)  Atas … 
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(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan 
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) 
dari perkiraan penghasilan neto.  

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari 
suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak 
sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan 
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, 
kecuali: 
a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan 
huruf c; dan 

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau 
diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri 
yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam 
negeri atau bentuk usaha tetap.  

 
22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 29 
 

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak 
ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran 
pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. 
 

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
 Pasal 31A … 
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Pasal 31A 
 

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal 
di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-
daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam 
skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan 
dalam bentuk: 
a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% 

(tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang 
dilakukan; 

b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 
c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak 

lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan 
d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 
10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut 
perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan 
lebih rendah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha 
tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang 
mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta 
pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
24. Pasal 31B dihapus. 
 
25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 31C 
 

(1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi 
dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 
80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk 
Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. 

(2) Dihapus. 
 

26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 31D ... 
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Pasal 31D 
 

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha 
pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas 
bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk 
batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 31E 

 
(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran 

bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan 
tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena 
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta 
rupiah). 

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 
27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 32 
 

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan 
dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
 

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 32B ... 
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Pasal 32B 
 

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau 
diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain 
berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan 
negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

29. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 35 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan 
Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
 

Pasal II 
 
 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 

Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan. 

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 
Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang ini. 

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 
 

Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

 

 
 Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 23 September 2008 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

   ttd 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 

 
 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 September 2008 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 REPUBLIK INDONESIA, 
 

   ttd 
 

          ANDI MATTALATTA 

 
 
 
 
 

 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian dan Industri, 

 
 

 

SETIO SAPTO NUGROHO 
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